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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Nomor : W3-A9/21/Kp.07.6/1/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

10.

11.

PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2019
KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif
serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan diperlukan pejabat
Pengelola informasi dan Dokumentasi.

Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan
mampu melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
pada Pengadilan Agama Muara Labuh.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi
Publik.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman
Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/ WKMA-
NY/SK/1/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Rl Nomor
0017/DjA/SK/VI1I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan
Peradilan Agama

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 2971/DJA/OT.01.3/07/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Persiapan Sertifikasi
Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah,;

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 3107/DJA/OT.01.3/08/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2019.

Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor : W3-A9/27/Kp.07.6/
1/2018, tanggal 02 Januari 2018 dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta diganti dengan
Keputusan Nomor : W3-A9/21/Kp.07.6/1 /2019, tanggal 02 Januari 2019;

Menugaskan yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas
sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tanggal
17 Januari 2011.



Ketiga

Keempat

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) di Pengadilan bertugas :
1. Tugas, Tanggungjawab dan kewenangan atasan PPID :

Membangun dan mengembangkan system pengelolaan informasi dan dokumentasi di
Pengadilan Agama Muara Labuh secara baik dan efisien.

Menangkat PPID.

Menganggarkan pembiayaan layanan informasi.

Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi.

Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi yang
mengajukan keberatan.

Melakukan evaluasi dan pengawasan tentang layanan informasi.

2. Tugas, Tanggungjawab dan Kewenangan PPID :

Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi yang
berada di Pengadilan Agama Muara Labuh.

Bertanggungjawab kepada atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan
wewenangnya.

3. Tugas dan Tanggungjawab Petugas Informasi :

Menerima dan memilah permohonan informasi.

Meneruskan permohonan informasi tetentu ke penanggungjawab informasi.

Membantu dan menjalankan sebagian tugas PPID dalam memberikan layanan informasi
sebagiamana diatur dalam Pedoman ini.

Petugas informasi bertanggungjawab kepada PPID dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya.

4. Tugas dan Tanggungjawab Penanggungjawab Informasi :

Membantu Petugas Informasi dalam melayani permohonan informasi sebagiamana
diatur dalam Pedoman ini.
Penanggungjawab Informasi bertanggungjawab kepada PPID.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
dengan penuh tanggungjawab.

: di Muara Labuh
: 02 Januari 2019
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PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh

Nomor :W3-A9/21/Kp.07.6/1/2019, tanggal 02 Januari 2019
Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPI1D)
pada Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2019.

JABATAN
No NAMA/NIP PANGKAT/GOL DINAS PELAKSANA PELAYANAN
INFORMASI

1 2 3 4 5

1 | Nurmaisal, S.Ag. Pembina Ketua Atasan Pejabat Pengelola Informasi
19741114 199903 2 001 IV/a dan Dokumentasi (PPID)

2 | Nasril, S.Ag. Penata Tk.| Panitera Pejabat Pengelola Informasi dan
19671231 199101 1 001 111/d Dokumentasi (PPID)

3 1D9agg|la1||153 ?Q%Ol 2001 ﬁel;];ta Tkl Sekretaris Pembantu PPID Bidang Perkara

4 | Drs. Nurfadhil Penata Tk.| Panitera Muda Gugatan Pembantu PPID Bidang Non
19660718 199401 1 003 111/d Perkara

5 Syafrizal Penata Kasubbag. Kepegawaian, . .
10650011 1993031004 | 111 Organisasi dan Tata Laksana | PeLUgas Meja Informasi




